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BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Desa telah diberikan kepercayaan yang besar untuk mengurus tata 

pemerintahannya sendiri. Dengan otonomi tersebut diharapkan terjadi 

pemerataan pelaksanaan pembangunan agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

dan kualitas hidup masyrakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan 

antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat diminimalisir. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes: 

1. Tidak semua aparatur Desa Tuapukan memahami tentang pengelolaan 

anggaran desa sehingga terjadi penumpukkan pekerjaan yang dilakukan 

oleh satu orang saja. 

2. Di Desa Tuapukan Sumberdaya Manusia (SDM) lebih didasarkan pada 

pengalaman, akan tetapi pengalaman lamanya bekerja belum tentu 

menjadikan perangkat desa dapat mengikuti perubahan-perubahan terhadap 

pengelolaan anggaran dan teknologi informasi yang ada.  

3. Latar Belakang pengelolaan anggaran desa mayoritas adalah SLTA, 

sehingga realisasi antara kesiapan pemerintah desa dan pengelolaan 

anggaran desa dengan latar belakang Pendidikan sangat berpengaruh. 

4. Masyarakat Desa Tuapukan belum terlalu memahami pentingnya partisipasi 

dan pengawasan masyarakat terkait pengelolaan anggaran desa. Oleh karena 
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itu perlu sosialisasi lebih luas pada masyarakat terkait pentingnya 

pengelolaan anggaran desa. 

5. Desa Tuapukan memiliki kantor desa dengan keadaan kantor desa yang 

mengalami kerusakan kecil misalnya pintu, kursi-kursi yang sebagianya 

tidak terawat, dan Kantor Desa Tuapukan sendiri memiliki 1 buah Laptop 

dan 1 buah printer untuk mendukung aktivitas di kantor. Akan tetapi 

kemampuan aparatur desa untuk mengoperasikannya masih sangat rendah. 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya dilakukan pelatihan-pelatihan kepada Desa Tuapukan guna 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak terjadi 

penumpukan pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang saja. 

2. Pemerintah Desa Tuapukan perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi, dan 

Akuntansi.  Dan pemerintah desa juga perlu mengikuti pelatihan secara 

kontinyu dan merata, kemudian dilakukan evaluasi kinerja perangkat desa 

untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa menerapkan ilmu yang 

didapat dalam pelatihan yang diikuti. 

3. Perlunya menigkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang dibutuhkan dalam 

pengelolaan anggaran desa. 
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